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PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGL ~NG
DINAS PENDIDIKAN DAN'KEBUDAYAAN

J1. *Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang

Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : hitp://disdikbud pandeglangkab.go.id
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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PANDEGLANG

Nor : 420.1/Y155 -Disdikbud/2015

Tentang

. Pemberian izin operasional SMP ISLAM  TERPADU (SMPIT) IRSYADUL “IBAD
Pandeglang pada Yayasan Islam Irsyadul “lbad Pandeglang beralamat di JI. Raya Labuan
Km:04 Majabarat-Sukaratu-Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/20106.
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PANDEGLANG

Surat permohonan  ijin operasional dari Kepala SMPISLAM TERPADU
(SMP 1Ty IRSYADUL “IBAD Nomot: 02/AB/Smpit_Ib/X/2015 tanggal 20
Oktober 2015.

a.

b.

d.

[R8)

Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab  keluarga, masyarakat dan
pemerintah;

Bahwa untuk membantu meningkatkan  partisipasi- masyarakat  dalam
pelaksanaan  pemerataan  pendidikan, Yayasan  Islam  Irsyadul -~ Ibad
Pandeglang beralamat di JI. Raya Labuan  Km. 04 Majabarat-Sukaratu-
Majasari Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP
ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL “IBAD di JI. Raya Labuan
Km. 04 Majabaral-Suk..n‘nlu-szjusuri Kabupaten Pandeglang;

Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP ST, AM
TERPADU (SMP IT) IRSYADUL "IBAD olech YAYASAN IRSYADUL
‘IBAD telah dipenuhi:

Bahwa berhubung dergan hal tersebut di atas. maka untuk membina
kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kz.lhuputcn P.andeglung. dipandang perlu menetapkan Keputusun Kepala
Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Pandeglang  tentang
PEMBIRIAN IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN IRSYADUL
‘IBAD untuk  mendirikan - SMPOISLAM - TERPADU  (SMP - 1T)
IRSYADUL “IBAD di JI. Raya Labuan  Km. 04 Majabarat-Sukaratu-
Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Undang-Undang  Nor,or 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembinin Negara Tahun 1974 Nomor '35, Tambahan
Lebaran Negara Nomor 304 1) scbagaimana telah diubah denean Undang-
Undang Nomor 43 Tuhun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Num:n'
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890):

Undang-Undang Nomaor 23 “Tahun 2000 tentatig Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan | .ebaran
Negara Nomor 40110):
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Lindang-Undang Nordor 20 Tahun 2003 (entang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran NMegara Tahun 2003 Nomor 78. Tam!-than Lebaran
Negara Nomor 4301 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran Negara  “Yahun 2004 Nomor 53,
lamlmlmn Lebaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah Dacrah
(Lembaran Ncgam Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara
Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Peiierintah
Pengeanti Undang-Undang Nomor 3 “Tahun 2005 (Lembar Negara 1ahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493):

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tal:nn 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90.
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3763):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 ‘Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemeriptuh - dan - Kewenangan  Provinsi sebagai - Dacrah - Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464):
Peraturan - Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sckolah:;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nagional Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Badan Akreditasi Nasional Scl\oldh/fvlddlasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pembentukan - Organisasi— Perangkat Daerah Kabupaten l’andcglann
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).
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. Akta Notaris & PPAT NICO. SI1. M.Kn Nomor: 2 tanggal 24 Januari

2011 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Irsyadul
“Ibad Pandeglang;

Surat Rekomendasi/lzii: Operasional SMP ISLAM TERPADU (SMP [T)
IRSYADRUL “IBAD dwri Lurah Sukaratu Kecamatan Majasari Nomor:
470/ 303/1001/X72011 tanggal 28 Oktober 2011,

Surat Rekomendasi Pendirian SMPISLAM  TERPADU (SMP IT)
IRSYADUL *IBAD dari Camat Majasari Nomor: 800/14-Kesos/X/2011:

- Surat Rekomendasi Pendirian SMP O ISLAM TERPADU  (SMP1T)

IRSYADUL “IBAD dari Kepala SMP Negeri 1 Majasari Nomor:
420/64/SMP.01/201 1 tanggal 13 Oktober 2011,

- Surat. Rekomendasi Pendirian SMPISLAM  TERPADU  (SMP 1T)

IRSYADUL, FIBAD, dari Kepala  UPT Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Majasari Nomor: 800/161-UPTD/2011 tangeal
12 Oktober 2011 h
Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUI,
‘IBAD dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor
030/DPKP-REK/X1/201", tanggal 15 November 2011,

Keputusan Kepala Dini. Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor:
¥125.1/1535.1-Disdik/201:} tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian
[zin mendirikan SMP IS0 AM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL, "IBAD
pada Yayasan IRSYADUL “IBAD mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
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MEMIUTTUSKAN

- Memberi izin operasioaal kepada Yayasan IRSYADUL “IBAD untuk

mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL “IBAD yang
beralamat di L. Raya, Labuan Km. 4 Maja Barat Kelurahan Sukaratu
kecamaian  Majasari  Kubupaten :’undcglzm:}. mulai  Tahun  Pelajaran
2015/2016; - S

- Pemberian izin operasional tersebuit pada diklum pertama keputusan ini

berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang ther registrasi) setiap awal tahun pelajaran:

- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan
demi kelancaran penyclenggaraan pendidikan:

- Hal-ha! lain yang ternyata belum atau tidak diatur dala keputusan ini akan

diatur dalam ketentuan tersendiri;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya. apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di datimnya.

: Pandeglang
: 18 November 2015
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Yih. Bupati Pandeglang:

Y th. Meateri Pendidikan dan Kebudayaan i Jakarta:

Yh. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta:
Yth. Direktur Pensbinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta:
Yh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;

Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang: )

Yith. Kepala SMP Negeri T Majasari; )

Yth. Ketua Yayasan Irsyadul “Ibad;



